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SALINAN

 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 307 /KUM/2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 jo. Pasal 82 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



- 2 - 

 

 
 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah  beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahn Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
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KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU bertugas: 
a. membuat rumusan dan pengkajian atas bahan materi 

rancangan Peraturan Bupati; 
b. menyampaikan bahan masukan dan perbaikan sesuai 

tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. melaksanakan pembahasan dan perumusan Rancangan 

Peraturan Bupati. 
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati 
berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh 

Sekretaris Daerah. 
KEEMPAT : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf 

koordinasi oleh Tim Pembahasan kepala Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber 
lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka 
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 

100.3.3.2/1/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim 
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 28 Agustus 2026 
Agustus 2026 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 307 /KUM/2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI HULU 

SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  

 

NO JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 2 3 

1. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Ketua 

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. HSS Sekretaris 

3. Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemrakarsa Anggota 

4. Pejabat/Pelaksana Perangkat Daerah terkait Anggota 

5. Pejabat/Pelaksana Instansi/Lembaga/Organisasi terkait Anggota 

6. Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Setda Kab. HSS Anggota 

7. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. HSS Anggota 

Agustus 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 


